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TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Memimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

GUBERNUR RIAU,

bahwa minuman beralkoho! dapal membahayakan
Kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan
masa depan gencrasi bangsa, memicu timbulnya
gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya
tindakan kekerasan dan kriminalitas maupun tindakan
tidak terpuji lainnya;

bahwa dalamn upaya meminimalkan dampak negatif
akibat penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu
dilakukan pengendalian dan pengawasan peredaran
minuman beralkohol;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagnimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur  tentang  Pengendalisn  dan
Pengawasan Percdaran Minuman Beralkohol;

Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang WNomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3512);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 35587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68356);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Undang-Undang Nomoer 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Noumor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4402);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman RBeralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/
PER/4/2014 rtentang Pengendalian dan Pengawasan
tcrhadap Pengadaan, Peredaran, dan  Penjualan
Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 493] sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir dengan  Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/
M-DAG/ PER/4/ 2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Poembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pecrubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produlk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomaor 938);



MEMUTUSKAN:
Menctapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL
BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:

I.  Dacrah adalah Provinsi Riau;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;

3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Perangkat Dacrah  adalah  Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riay:

5. Balai Pengawasan Obat  dan Makanan vang

sclanjutnya disingkat BPOM adalah Balai Pengawasan
Obat dan Makanan Riau;

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan
atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan minuman beralkohol:

=1

Minuman Beralkoheol adalah minuman vang etil
alkohol atau etanol (C2IISOH) yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasi:

8. Distributor adalah perusahaan penvalur yang ditunjuk
oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau
distributor ITMB untuk mengedarkan minuman
beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk
impor untuk mengedarkan minuman beralkohol
kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub
distributor di wilayah pemasaran Dacrah Provinsi
Riau;

9. SBub distributor adalah perusahaan penvaluran yvang
ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB
dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman
beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung di
wilayah pemasaran Daerah Provinsi Riau;

10. Importic . Terdaftar Minuman  Beralkohol vang
selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan vang
mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan
impor Minuman Beralkohol.
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11. Burat Izin Usaha Perdagangan Minuman DBeralkohol
vang selanjutnya disinglkatr SITUP-MB adalah surat izin
untuk  dapat  melaksanakan  Kkegiatan  usaha
perdagangan khusus Minuman Beralkohol.

12. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan
menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan
oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau
penjual langsung untuk diminum di tempat;

13. Toko bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya
disingkat TBB adalah tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang
asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang
tertentug

14, TBB sebagal pengecer minuman beralkohol vang
sclanjuinya disebut Pengecer adalah perusahaan vang
menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir
dalam bentuk kemasan ditempat vang telah
ditentukan;

15. Rekomendasi adalah surat vang diterbitkan Gubernur
vang memberikan penjelasan  terkait dengan
keberadaan dan legalitas perusahaan vang bergerak
dibidang minuman bcralkohol di Provinsi Riau dan
bukan merupakan izin;

16. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar
peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya;

17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian,
pengumpiilan, dan analisa data dan/atau keterangan
lainnya tehadap scgala bentuk pelanggaran usaha
peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di
Provinsi Riau;

13. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar Udara, atau tempat
lain vang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang
sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

19. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan
efektifitas dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan,
penertiban, serta pembatasan terhadap Peredaran Minuman
Beralkohol guna melindungi kepentingan wumum  serta
menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat,



Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini scbagal pedoman dalam
Pengendalian  dan  Pengawasan  Percdaran  Minuman
Beralkohol,

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pagal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.
b.
C.

d.

penggolongan Minuman Beralkohol;
perizinan;
Peredaran Minuman Beralkohol

tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan
minuman beralkohol TBB;

Rekomendasi perizinan;

tata cara memperoleh Rekomendasi perizinan;
penolakan Rekomendasi perizinan;
Pengawasan dan Pengendalian;

penyimpanan Minuman Beralkohol;
pelaporan;

peran serta masvarakat; dan

sanlksi administratif,

BAB I

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

(1]

Pasal 5

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan
scbagai berikut:

a. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman
vang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH)
dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);

b. Minuman DBerakohol golongan B adalah minuman
vang mengandung ctil alkohol atau etanol (C2HsOH))
dengan kadar lebih dari 5% (lima per scratus) sampai
dengan 20% (dua puluh per seratus); dan

c. Minuman Berakchol golongan C adalah minuman
vang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH)
dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus)
sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
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Pasal ©

Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A,
Golongan B, dan Golongan C schagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah
adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang
ditetapkan oleh Menteri.

BAR 11
PERIZINAN

Pagal 7

(1) Penerbitan  SIUP-MB  bagi Pengecer Minuman
Beralkohol golongun B dan/atau C diberikan oleh
Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

(2) SIUP-MB schagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyva
dapat diajukan sctelah mendapat surat izin TBR dari
Menteri Keuangan.

(3) SIUP-MB  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang.

BAB IV
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal &

(1) Pengecer hanya dapat mengedarkan Minuman
Beralkohol golongan B dan/atau Golongan C dari IT-
MDB vang ditunjuk.

[2) Pengecer yang berlokasi di Kawasan Pabean hanya
diizinkan mcnjual Minuman Beralkohol Golongan B
dan/atau C sccara eceran kepada;

4. orang yvang bepergian ke luar negeri; atau
b. penumpang vang sedang transit di Kawasan Pabean.

(3} Pengecer yang berlokasi di dalam kota hanva diizinkan
menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau
Golongan C secara cceran kepada:

a. anggola korps diplomatik yang bertugas di Indonesia
beserta kecluarganva yvang berdomisili di Indonesia
berikurt lembaga diplomatik;

b, pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan
internasional di Indonesia vyang memperolch
kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau

c. turis yang akan keluar dari Kawasan Pabean.

(4} Penjualan Minuman Beralkcohol BUCHTE gceran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hanya untuk
dikonsumsi sendiri harus dibuktikan dengan passport
dan tanda bukti penumpang (boarding pass) sesuai
ketentuan perurids r1g—L1ﬂdangan.



(3)

Penjualan Minuman Beralkohol secara  cceran
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hanva untuk
dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan paspor
dan/atau identitas scsuai ketentuan perundang-
undangan.

BAB V

TATA CARA PERMOIONAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOIIOL TRE

(1)

Bagian Kesatu
Permohonan Izin

Pasal &

FPermohonan SIUP-MB  untuk TBB Minuman
Beralkohol golongan B dan/atau golongan C
dilakukan oleh Perusahaan vang berbentuk perseroan
lerbatas dan telah berbadan hulkum;

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan merupakan bagian vang tidak
terpisahkan  dari  Peraturan Gubernur ini, dengan
melampirkan persyvaratan:

a. fotokopi akta pendirian perseroan terbalas dan
pengesahan badan hukum dari pejabat yang
berwenang dan akta perubahan;

b. sural penunjukkan dari IT-MB kepada TBB sebagai
Pengecer perubahan ([dengan melampirkan
Dokumen Perizinan IT-MB dan rencana distribusi
penjualan dari IT-MB ke TBB);

c. fotokopi surat Nomor Induk Berusaha (NIBJ;

d. forokopi sural izin TBR dari Menteri Keuangan
yvang di legalisir Menteri Keuangan;

e. fotokopi SIUP menengah atau SIUP besar:

f. fotokopi Tanda Daltar Perusahaan (TDD);

g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. fotokopi Nomoar Paokok Péngusaha Barang Kena

Cukai (NPPBKC), bagi  perusahaan  vang
memperpanjang SIUP-MB;

i. rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari
Minuman Beralkohol vang dijualnya;

j. surat pernvataan diatas materai cukup, vang

menyatakan bahwa akan menyampaikan laporan
realisasi penjualan Minuman DBeralkohol kepada
Perangkat Daerah yvang membidangi perdagangan
pada:

a. lriwulan [ disampaikan pada tanggal 31 Maret.

b. triwvulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.



¢. triwulan Il disampaikan pada tanggal 30

September.

d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31
Desember.

k. rekomendasi dari bupati/walikota  tempat

perusahaan  berkedudukan danj/atau tempat
wilayah pcmasaran usaha.

(3] Persyaratan sebagaimana dimaksud pada aval (3)
masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan
menujukkan dokumen aslinya.

Pasal 10

Perpanjangan SIUP-MB TEB dilakulkan dengan
mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala
Dinas Pecnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Riau dengan melampirkan naskah asli dan
sah beserta fotokopi masing-masing 1 (satu) eksemplar
scbagal berikur:

a. surat penunjukkan dari IT MB sebagai TBB;

b, suralt Nomor Induk Berusaha (NIB) khusus Minuman
Beralkohol;

c.  surat lzin TBB dari Menteri Keuangan vang di legalisir
Menteri Keuangan; '

d. SIUP menengah atau besar;

€. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f.  Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);

g fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC):

h. akta pendirian/perubahan Perusahaan bagi perseroan
terbatas; dan

1. realisasi penjualan sclama masa berlaku  SIUP
dan/atau rencana penjualan Minuman Beralkohol
vang dijualnya.

BAB VI
REKOMENDAS] PERIZINAN

Pasal 11

(1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol
golongan B dan C di Daerah yvang akan mengajukan
SIUP-MEB  kepada  Menteri  wajib  mendapatkan
rekomendasi dari Gubernur.

(2) Pengajuan  permohonan  rekomendasi  SIUP-MB
sebagaimana dimaksud pada ayau (1), dilakukan oleh
Perusahaan berbentuk badan hukum.

[3) Rekomendasi diterbitkan apabila didukung Berita Acara
penelitian  lapangan dari perangkat dacrah vang
membidangi perdagangan kabupaten/kota.



(4)

Pemberian rekomendasi kepada Distributor atau Sub
Distributor Minuman Beralkohol diberikan
berdasarkan hasil kajian kuota pasok.

Terhadap pemegang rekomcendasi dan pemegang SIUP-
MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur
melalui  Perangkat Daerah vang  membidangi
perdagangan setiap 3 (tiga) bulan dan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada triwulan berikutnya,

BADB VII

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI PERIZINAN

Pasal 12

Permohonan Rekomendasi SIUP-MB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, diajukan secara tertulis kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Riau dengan melampirkan persyaratan:

a,

Distributor:

1. fotokopi kartu landa penduduk penanggungjawab
Perusahaan (sesual dengan asli);

2. Nomor Indulk DBerusaha (NIB, KBLI. 202046333
Perdagangan Besar Minuman Beralkohol);

3. lotokopi akta pendirian perserocan terbatas dan
pengesahan badan hukum dari pejabat vang
berwenang dan akla perubzhan (Scan Barcode
sesual dengan yang asli);

4. surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen
dan/atau IT-MB, dengan melampirkan dokumen:

a) Perizinan produscn/importir Minuman
Beralkohol.

b) melampirkan rencana distribusi penjualan dari
produsen ke Distributor;

5. berita acara penelitian lapangan dari perangkat
dacrah yang memhidangi perdagangan
Kabupaten/Kota  tempat distribusi Minuman
Beralkohol dengan mt:lampiykan:

a] hasil verifikasi lapangan;
b) Tanda Daftar Gudang (TDG);

¢) dokumen pendukung TDG vaitu kartu inventaris
gudang dan kartu keluar masuk barang;

d) fote gudang;

€) laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol
olehh  perangkat dacrah  yang membidangi
perdagangan kabupaten/kota berdasarkan
laporan vang diterima dari penjual langsung (bagi
vang melakukan perpanjangan);

f] rencana penjualan dari produsen ke Distributor;
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gl rencana  Penjualan dari Distributor ke Sub
Distributor dan/atau ke Pengecer dan penjualan
langsung;

hjrencana penjualan dari Sub Distributor ke
Pengecer dan penjualan langsung;

fotokopr Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP) (Scan
Barcode sesuai dengan dokumen asli);

pas foto penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4
sebanvak 2 (dua) lembar [pas foto terbaru dan
berwarna)

fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cuka (NPPBKC), bagi perusahaan vang
memperpanjang SIUP-MB;

fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian
Perindustrian bagi produsen dalam negeri dengan
melampirkan  dokumen  perizinan Minuman
Berallkohol produsen;

izin cdar dari BPOM, melampirkan semua izin dari
BPOM untuk semua produk vang akan di
distribusikan /diedarkan;

surat  pernyataan diatas materai cukup, yang
menyatakan hanya akan melakukan penjualan
Minuman Beralkehol kepada Sub Distributor,
Pengecer, atau penjual langsung vang ditunjuk;

a) surat perjanjian kerjasama melampirkan
dokumen perizinan Minuman Beralkohol bagi Sub
Distriburor/Pengecer yvang ditunjuk;

b) rencana penjualan kepada setiap Sub
Distributor/Pengecer yang ditunjuk (lengkap
semua merk vang akan di distribusikan);

¢} surat pernyataan dialas materal cukup, yang
menvatakan memiliki  dan/atau  menguasai
gudang;

surat pernyataan diatas matcral cukup, vang
menyatakan  bersedia menvampaikan laporan
rcalisasi pengadaan dan  penyaluran Minuman
Beralkohol sctiap tiga bulan kepada Perangkat
Daerah vang membidangi perdagangan;

Surat pernvataan tidak menambah produsen dan
Pengecer setelah terbitnya SIUP-MB bagi
Distributor;

SIUP-ME  asli  Distributor lama [bagi yang
melakukan perpanjangan); dan

fotokopi surat pengesahan badan hukum dari

instansi berwenang.

Sulb Distribulor:

13

bJ

fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan
pengesahan badan hukum  darl pejabat yvang
herwenang dan akta perubahan:

Nomor Induk Berusaha (NIB) asli;



3.

surat penunjukkan sebagal Sub Distributor dari
Distributor Minuman Beralkohol;

fotokopt SIUP MB milik Distributor vang menunjuk
dan ditandasahkan oleh pcrusahaan Distributor
vang bersangkutan;

berita acara penelitian lapangan dari perangkat
daerah yang membidangi perdagangan
kabupaten/kola tempat domisili Perusahaan dan
melampirkan hasil verifikasi, dengan melampirkan:

a) Tanda Dalftar Gudang;

bjdokumen pendukung vaitu kartu inventaris
gudang dan kartu keluar masuk barang;

¢} realisasi penjualan Minuman Beralkohol ke
Pengecer/penjual langsung;

d) rencana penjualan dari Distributor ke Sub
Distributor;

e) rencana penjualan dari Sub  Distributor ke
Pengecer dan penjual langsung;

f) foto gudang;

g lotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

hjlotokopt KTP Elektronik Penanggung Jawab
Perusahaan (Surat Keterangan tidak berlaku);

i} pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran

3x4 scbanyvak 2 (dua) lembar (pas foto terbaru
dan berwarna);

j) fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPPBKC), bagi perusahaan vyang
memperpanjang SIUP-MB; dan

kjizin edar dari BPOM, melampirkan semua izin

dari BPOM untuk semua produk yang akan di
distribusikan/diedarkan.

BAB V11

PENOLAKAN REKOMENDASI PERIZINAN

(1)

(3)

Pasal 13

Setiap  persvaratan Dokumen  vang  diajukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila tidak
sesual dan tidak dapat dibuktikan keasliannya, maka
proses permohonan rekomendasi vang diajukan tidak
dapat diproses lebih lanjut.

Distributor dan Sub  Distributor vyang tidak

menyvampailkan kewajiban laporan realisasi
pendistribusian Minuman Beralkohol, maka

pengajuan permohonan perpanjangan Rekomendasi
perizinannya tidak dapat diproses.
Permohonan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor

tidak dapat dipenuhi apabila kuota pasck Minuman
Beralkohaol sudah terpenuhi.
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BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Gubernur melalui Perangkat Daecrah yang membidangi
perdagangan meclakukan Pengawasan dan Pengendalian
terhadap Peredaran Minuman Beralkohol golongan A,
golongan B dan golongan C di Daecrah secara berkala
dan/atau sewaklu-waktu apabila dibutuhkan.

Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim terpadu vang
ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada avat (2) terdiri
dari unsur:

a. Perangkat Dacrah yang membidangi perdagangan;

b. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan;

c. Perangkal Daerah yang membidangi pariwisata dan
ckoniomi krearif;

d. Perangkat Daerah yang membidangi pemeliharaan
dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum, seria penegakan peraturan daerah;

e. Perangkat Dacrah membidangi kesehatan; dan
f. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diketuai olch Kepala Perangkat Daerah membidangi
perdagangan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, tim
terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
mengikulsertakan  aparat  kepolisian  sebagal  unsur
pendukung,

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan
penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Perizinan dan rekomendasi Perizinan;

b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan
golongan Minuman Beralkohol;

©. wilayah dan lokasi peredaran;
d. mekanisme peredaran;

€. tempat penyimpanarn;

f. kelayakan usaha;

g. volume penyjualan:

h. perjanjian  kerjasama antara produsen dengan
Distributor;

1. perjanjian kerjasama anlara Distributor dengan
penjual langsung/ Pengecer;

j. Pelaporan; dan

k. batasan kuota pasok.
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BAB X

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

(1)

Pasal 15

Setiap kemasan Minuman Beralkchol vang diedarkan
harus dimasuklkan dalam botol/kemasan dengan
terdaftar pada BPOM dan mencantumkan jenis
minuman, Kadar alkohol/ecthanol, volume minuman
serlta tulisan larangan meminum bagi anak dibawah
usia 21 (dua puluh salu tahun) dan wanita hamil.

Setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan B dan
C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang label
edar berupa hologram.

[Mologram sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dikeluarkan olch Distributlor dan Sub Distributor.

Paszal 16

Distributor dan Subdistributor Minuman Beralkohaol
untuk tujuan keschatan wajib menyimpan Minuman
Beralkohol golongan A, B dan C di gudang vang
terpisah dengan barang-barang lainnya.

Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol
golongan A, B dan C dari gudang penvimpanan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajib dibuatkan
kartu data penyimpanar.

Karrtu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada
avar (2] sekurang-kurangnva memuat jumlah, merk,
tanggal pemasukan barang ke gudang, langgal
pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.

Kartu tanda penvimpanan sebagaimana dimaksud
pada ayar (2] dan avat (3] wajib diperlihatkan pada
petugas pengawas yang melakulcan pemeriksaan.

BAB Xl
PELAPORAN

Pasal 17

Distributor dan Sub Distributor wajib melaporkan
pengadaan dan  realisasi Peredaran Minuman
Beralkohol kepada Direktur’ Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Logistik dan
Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:

a. Direklur Jenderal Perlindungan Konsumen dan
Tertib Niaga dalam hal ini direktur pengawasan
barang beredar dan jasa;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
perdagangan;dan

c. Kepala Perangkat Dacrah vang membidangi
perdagangan kabupaten/kota setempat.
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Pengusaha TDBDB vang menjual Minuman Beralkohol
wajib melaporkan realisasi penjualan  Minuman
Beralkohol kepada  Gubernur melalui  Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan,
dengan tembusan kepada:

a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri:

b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan
Konsumen:dan

c. Kepala Perangkat Daerah Yang Membidangi
Perdagangan Kabupaten/Kota.

Laporan rcalisasi sebagaimana dimaksud pada aval (1)
dan ayat (2) dilakukan sctiap triwulan sebagai berikut:

a. Triwulan | disampaikan paling lambat pada tanggal
31 maret;

b, Triwulan II disampaikan paling lambat pada
tanggal 30 Juni;

c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada
tanggal 30 september;dan

d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada
tanggal 31 desember.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran [l dan
merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dan/atau kclompok masyarakat dapat
berperan serta  dalam  Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol,

Peran serta masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. melaporkan keberadaan Peredaran Minuman
Beralkohol vang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;dan

b. melaporkan kepada aparat pemerintah alau aparat

penegak hukum sctempal jika mengetahui adanya
kKegialan mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Sectiap orang atau  perusahaan vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
avat (2] dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:

A4, peringatan tertulis;
b. penutupan scmentara usaha; dan
c. pencabutan izin usaha.

Tata cara pengenaan sanksi administratf
sebagaimana dimaksud pada avar (2), berupa:

a. peringaran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;

b. apabila Perusashaan vang bersangkuran tidak
mengindahkan peringatan  tertulis sebagimana
dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif
berupa penutupan sementara usaha;

¢. selama penutupan sementara, Perusahaan vang
bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha
pengedaran dan/atau . penjualan Minuman
Beralkohol;

d. apabila Perusazhaan yang bersangkutan tetap
melakukan kegiatan usaha scbagaimana dimaksud
pada huruf ¢ selama penutupan sementara,
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
SIUP-MB TBB.

e. perusahaan wvang telah dicabut SIUP-ME TBB
dapat mengajukan keberatan Kepada Gubernur
selambat-lambatnyva 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal pencabutan:

f. Gubernur scbagai pejabat penerbit SIUP-MB TBB
selambat-lambatnyva 15 (lima belas] hari kerja
terhitung sejak diterimanyva permohonan keberatan
dapal menerima atau menolak permohonan sccara
tertulis dengan disertal alasan;

g. apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB
TBE yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali;

h. perusahaan Minuman Beralkohol yang telah
dicabut SIUP-MB TBBnya tidak dapat melakukan
kegiatan usaha perdagangan Minuwman Beralkohol
selama 1 ({satu] tahun terhitung sejak tanggal
pencabutan.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur il dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Riau,

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2024

Pi. GUBERNURRIAU.

ttd.
RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAFRAN PROVINSI RIAU,

ttd.
MUHAMMAD'TAUFIQ DESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

j‘. N/DHARMADI, SH.'MH.
> / Pembina (IV/a)
R 19840326 200903 1 003
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